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ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : Analisis Tentang Sah Atau Tidaknya Go-Jek Sebagai Angkutan
Umum Di Kota Palembang

NAMA : Raezyah Mauliyani

NIM : 02011381419338

Go-jek merupakan angkutan umum di wilayah perkotaan dewasa ini. Go-jek itu merupakan
jasa mengangkut penumpang dengan mendapatkan sejumlah bayaran. Untuk dapat melayani
sistem Go-Jek si penggendara sepeda motor harus mendaftar di layanan usaha. Dengan
pendaftaran itu namanya akan tercantum dan dengan secara otomatis, akan mendapat
panggilan dapat pelanggan yang terdekat dari wilayah konsumen. Yang menjadi persoalan
bahwa menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sepeda motor bukanlah alat angkutan
transportasi umum. Dalam kenyataannya mereka ini ada dan saat ini di tandai dengan jaket
warna hijau. Melalui analisis yuridis normatif yang ditinjau oleh data empiris melalui
pengamatan ataupun wawancara penulis menggumpulkan data itu dan menganalisisnya
dengan bertolak kepada UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dan
KUHPerdata khususnya hukum perjanjian. Dari analisis tersebut dapat di tarik kesimpulan:
Kedudukan Go-Jek sebagai badan usaha di Kota Palembang saat ini telah mengantongi Surat
Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Palembang
menjelaskan bahwa sesuai dengan PM 108 Tahun 2017 dan PerGub Sumatera Selatan No. 2
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, PT. Go-Jek Indonesia masuk
kedalam kategori angkutan sewa khusus. Perjanjian antara perusahaan Go-Jek dan driver Go-
Jek sudah diatur di dalam perjanjian kemitraan. Perjanjian mengantar pesanan oleh driver
Go-Jek ialah perjanjian-perjanjian berbentuk elektronik yang digunakan oleh PT. Go-Jek
Indonesia merupakan usaha yang sah di karenakan Go-Jek sudah mengantongi Surat lzin
Usaha Perdagangan (SIUP) dan telah juga terpenuhinya syarat-syarat dari sahnya perjanjian
yang mengikat antara kedua belah pihak.

Kata Kunci : Go-Jek, Hukum Perjanjian.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Palembang
adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota Palembang
memiliki luas wilayah 400,61 km? dengan jumlah penduduk menurut kecamatan
dan jenis kelamin di Kota Palembang tahun 2015 berjumlah 1.780.699
penduduk.! Warganya ada yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil)
ataupun swasta, mereka biasanya berangkat kerja sebagian besar menggunakan

angkutan umum seperti : Angkot, bus kota, Trans Musi, hingga ojek online.

Dewasa ini di era yang modern seperti sekarang, transportasi menjadi salah
satu penunjang penting dalam kegiatan sehari-hari terutama di daerah perkotaan.
Transportasi yang baik dapat mencerminkan keteraturan kota yang baik pula, hal
ini di sebabkan karena transportasi merupakan suatu alat bantu dalam
mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan. Fenomena transportasi jalan
online merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di
seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khusunya. Perkembangan

dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas pula dari perkembangan ilmu

! palembang.bps.go.id, Diakses tanggal 19 Februari 2018, Pukul 20:10 WIB.




pengetahuan (science) dan teknologi. Semakin maju dan canggih pula moda
transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat.

Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat di
Indonesia adalah Go-Jek. Pada saat ini industri jasa transportasi ojek semakin
marak di Indonesia, khususnya di Kota Palembang. Perusahaan PT. GOJEK
merupakan salah satu badan usaha yang mengkonsentrasikan salah satu bidang
usahanya di sektor industri jasa transportasi yaitu layanan ojek online.? Bila di
bandingkan di luar negeri, perkembangan dan penyerapan inovasi jasa layanan
ride sharing cenderung lebih lambat.

Go-Jek pertama kali mendapatkan pesanan pada 2010, tetapi baru di kenal
luas oleh masyarakat setelah meluncurkan aplikasi pada tahun 2014. Faktor
difusi inovasi diduga sebagai faktor yang membuat perkembangan Go-Jek di
indonesia lambat. Difusi inovasi merupakan sebuah proses dimana inovasi di
komunikasikan melalui berbagai media pada suatu waktu terhadap anggota dari
sebuah sistem sosial.> Mengacu pada website resmi Go-Jek, kata Go-Jek adalah
sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informasi di Indonesia. Kegiatan Go-Jek

bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.*

2 Eri Hartati dan Yulistia, “Analisis Pengguna Layanan Go-Jek di Kota Palembang”, Jurnal
TAM (Technology Acceptance Model) Volume 8, Palembang: 2017, him. 101.

8 Pratama MG, Wibawa BM dan Kunaifi A, “Analisis Deskriptif Konsumen Dan Mitra
Pengemudi Pada Jasa Transportasi Online Ride Sharing”, Jurnal Sains dan Seni Its Volume 6 Nomor
2, Surabaya: 2017, him. 1.

4 Http://www.go-jek.com/faq.php, Diakses tanggal 21 Januari 2016, Pukul 21:07 WIB.



http://www.go-jek.com/faq.php

Dalam menjalankan usahanya, Go-Jek bermitra dengan para pengendara
Ojek berpengalaman di Jakarta meliputi area JABODETABEK, Bandung, Bali,
Surabaya dan Palembang serta menjadi solusi utama dalam pengiriman barang,
pesan antar makanan, berbelanja dan berpergian di tengah kemacetan.®> Seorang
calon pengguna menggunakan jasa Go-Jek melalui aplikasi yang bersifat online,
dimana aplikasi Go-Jek untuk pengguna handphone dengan operating system
iOS dan Android dapat diakses via go-jek.com/app. Dengan menggunakan
aplikasi di smartphone kemudian gojek akan menjemput konsumennya dan
mengantar pelanggan sampai pada tempat tujuannya.

Sebelumnya ojek memakai sistem pangkalan berbasis wilayah di tikungan
dan mulut-mulut gang. Pengendaraan ojek dari wilayah lain tidak bisa
sembarangan “mangkal” di suatu wilayah tanpa izin dari pengendara ojek di
wilayah tersebut. Untuk mengggunakan jasa ojek pun, pemakai jasa harus
membayar kontan dan tak jarang sering ditawari tawar-menawar.” Tidak hanya
untuk antar jemput, Go-Jek pun menyediakan berbagai layanan lain seperti GO-
FOOD vyang dapat menjemput makanan favorite anda dari mana saja sesuai

pesanan anda, kemudian ada GO-MART salah satu layanan Go-Jek yang siap

% lbid.

® 1hid.

" Nafisa Choirul Mar’ati dan Tri Sudarwanto, “Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga
terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Transportasi Ojek Online (Studi pada Konsumen Go-Jek di
Surabaya)”, Surabaya: 2016, him. 2.



sedia untuk membelanjakan kebutuhan anda sehari-hari dan masih banyak lagi
fitur-fitur yang diberikan oleh Go-Jek Indonesia.

Walaupun Go-Jek sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat khusunya
di Kota Palembang namun jasa di bidang transportasi ini harus tetap
memperhatikan kenyaman, keamanan serta kepuasan konsumennya. Jika
konsumen puas akan pelayanan yang di berikan oleh Go-Jek maka pelanggan
Go-Jek akan menggunakan jasa Go-Jek secara berulang (repeat buying) yang
kemudian bisa menjadi pelanggan yang setia (loyal customet) sehingga
perushaan Go-Jek Indonesia sangat berpeluang menjadi market leader dan hal ini
akan menjadi perusahaan semakin maju dan di percaya oleh pelanggan di
Indonesia.

Pengguna ojek online (GO-JEK) sendiri bervariasi, mulai anak muda hingga
dewasa, baik anak sekolah maupun pekerja kantoran. Go-Jek mampu mensegmen
segala konsumen, serta mempunyai produk jasa yang mudah digunakan dan
harganya tergolong bersahabat.® Inovasi transportasi yang demikian merupakan
terobosan baru yang bersifat multikreatif, yang tidak hanya menjadi sumbangan
bagi perkembangan transportasi Nasional, tetapi juga sekaligus menciptakan
lapangan pekerjaan yang sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan berita yang di rilis oleh Metro TV pada tanggal 30 Juni 2015,

jasa layanan antar jemput terintegrasi Go-Jek berhasil menarik perhatian publik

8 Anis Agustin dan Khuzaini, “Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Transportasi Online
(Go-Jek) di Surabaya”, Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Volume 6 Nomor 9, Surabaya: Sekolah
Tinggi llmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), 2017, him. 2.



yang di buktikan dengan keberadaan ratusan calon driver baru yang setiap hari
berbondong-bondong mendatangi  kantor pendaftaran  Go-jek.° Adapun
keuntungan menjadi mitra Go-Jek sangat banyak antara lain: jam kerja yang
sangat fleksibel, penghasilan yang besar, pendaftaran yang sangat mudah, bonus
harian yang sangat besar serta masih banyak lagi keuntungan lain yang

didapatkan.

Perilaku masyarakat Indonesia berupa perbuatan hukum perdata dalam ranah
hukum ekonomi melalui perantara handphone yang terkonek internet sudah
merupakan perbuatan yang lazim dilakukan. Perbuatan hukum dalam ranah
hukum ekonomi yang paling sering dilakukan oleh masyarakat adalah pemesanan
atau perjanjian transportasi online yang dilakukan tanpa bertemu langsung
dengan pemilik transportasi saat perjanjian disepakati.’’ Yang mana contohnya

perjanjian transportasi Go-Jek itu sendiri.

Pengendara sepeda motor (driver go-jek) mengangkut penumpang dengan
mendapatkan bayaran yang sesuai perjanjian. Mengacu pada Pasal 1313 Kitab
Undang—Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

SHttp://news. metrotvnews.com/read/2015/06/30/141847/pendaftaran-membludak-gojek-
batasi-penerimaan-driver, Diakses tanggal 21 Januari 2016, Pukul 20:40 WIB.

Muhammad As Ari, “Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Jasa Trasnportasi Online”,
Volume 1 Nomor 1, Kolaka: 2017, him. 2.



http://news.metrotvnews.com/read/2015/06/30/141847/pendaftaran-membludak-gojek-batasi-penerimaan-driver
http://news.metrotvnews.com/read/2015/06/30/141847/pendaftaran-membludak-gojek-batasi-penerimaan-driver

satu orang lain atau lebih”.!! Selanjutnya berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang—
Undang Hukum Perdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian di perlukan empat

syarat'? :
1. Adanya kata sepakat (Toesteming atau lzin) dari kedua belah pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau
lebih dengan pihak lain. Pertanyaan adalah “kapan momentum terjadinya
persesuaian penyataan kehendak tersebut?” Ada empat teori yang menjawab

momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu sebagai berikut.t®
a. Teori ucapan (uitingstheorie)

Menurut teori ucapan, kesepakatan (toesteming) terjadi pada saat pihak
yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penerimaan
tersebut. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru
menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah
terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena menganggap

terjadinya kesepakatan secara otomatis.*

11 R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya
Paramita, 2009, him. 338.

12 1bid., him. 339.

13 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam,
Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, him. 123.

14 Ibid.



b. Teori pengiriman (verzendtheorie)

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang
menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini
adalah bagaimana pengiriman itu dapat diketahui? Bisa saja, walaupun
sudah dikirim, tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini
juga sangat teoritis, sebab menganggap terjadinya kesepakatan secara

otomatis.™®
c. Teori pengetahuan (vernemingstheorie)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila
pihak yang menawarkan mengetahui adanya acceptatie (penerimaan),
tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya (tidak diketahui secara
langsung). Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana ia mengetahui isi

penerimaan tersebut apabila ia belum menerimanya.'®
d. Teori penerimaan (ontvangstheorie)

Menurut teori penerimaan bahwa toesteming terjadi pada saat pihak

yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.!’

15 Ibid.
16 1bid.
7 1bid.



2. Kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian,
kecuali jika oleh undang—undang dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata). Menurut pasal 1330 Kitab Undang—
Undang Hukum Perdata, mereka yang tidak cakap membuat suatu

perjanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa.

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.

3. Orang perempuan dalam hal — hal yang ditetapkan oleh undang —
undang, dan semua orang kepada siapa undang — undang telah
melarang membuat perjanjian — perjanjian tertentu.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah

dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.'®

3. Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yaitu, bahwa para pihak yang mengikatkan dirinya
melakukan suatu perjanjian haruslah objek yang diperjanjikan jelas atau
setidak-tidaknya dapat ditentukan, tidak boleh mengambang ataupun

samar-samar.!®

18 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Internasional, Jakarta: Kencana, 2015, him. 287.
19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.



4. Adanya Kausa yang Halal (Geoorloofde Oorzaak)

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak
dijelaskan pengertian oorzaak (kausa yang halal). Di dalam Pasal 1337
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya disebutkan kausa yang
terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan
undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak
tahun 1927 mengartikan oorzaak sebagai sesuatu yang menjadi tujuan
para pihak.? Dari ketentuan hukum diatas maka dapat disimpulkan

apabila telah terpenuhi berarti suatu perjanjian tersebut adalah sah.

Terkait dengan pasal diatas juga ada akibat dari suatu perjanjian yang mana
telah diatur didalam pasal 1338 Kitab Undang—Undang Hukum Perdata “semua
perjanjain yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang—undang bagi mereka
yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan — alasan yang oleh undang—undang
dinyatakan untuk itu, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad

baik.?*

Disini Go-Jek bermitra dengan para pengendara ojek yang telah

berpengalaman untuk menjalankan usahanya. Oleh karena itu, jika di cermati,

20 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam,
Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, HIm. 126.

2L R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya
Paramita, 2009, him. 342.
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keberadaan Ojek dan PT Gojek sesungguhnya merupakan 2 hal yang berbeda,
driver Gojek tidak menerima perintah kerja dari PT Gojek, tetapi dari pelanggan
ojek dan di kerjakan secara pribadi seperti halnya tukang ojek pada umumnya.
Hubungan kerja yang ada antara PT Gojek dan Driver Gojek bukanlah hubungan
buruh dan majikannya sebagaimana yang terdapat pada pasal 1601 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, “selain perjanjian—perjanjian untuk
melakukan sementara jasa—jasa, yang diatur oleh ketentuan—ketentuan yang
khusus untuk itu dan oleh syarat—syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada,
oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan

menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.”?

Pengangkutan selalu berhubungan dengan kegiatan pengangkutan serta alat
angkutnya. Pemahaman secara yuridis atas pengertian pengangkutan (dalam arti
pengangkutan dengan menggunakan jalan) dapat merujuk pada Undang—Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (selanjutnya disingkat UU RI No. 22 Tahun 2009), beserta peraturan

pelaksanaannya.?

Di dalam kota angkutan umum tidak dapat dipisahkan dari perencanaan dan

pertumbuhan wilayah karena mempunyai peranan yang besar dalam mendukung

22 |bid., him. 391.
2 Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, Jakarta: Sinar Grafika,
2016, him. 10.
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aktivitas masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan angkutan umum sebagai
bagian dari sistem transportasi di Indonesia merupakan bentuk pelayanan publik
yang diadakan oleh pemerintah dan swasta, maka dari itu untuk mewujudkan
pelayanan yang baik unsur-unsur pelayanan harus diterapkan dalam
penyelenggaraan angkutan umum. Sistem transportasi yang efisien ini
menggunakan pertimbangan ekonomi sebagai acuan dalam investasi sarana dan
prasarana transportasi. Salah satu media transportasi adalah angkutan umum.
Contohnya adalah bus dan kereta untuk angkutan darat, kapal untuk angkutan

laut, pesawat untuk angkutan udara.

Disini Go-Jek sebagai sebuah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin
revolusi industri transportasi mengklaim bahwa perusahanya bukanlah
perusahaan angkutan umum (transportasi umum), melainkan hanya perusahaan
teknologi saja. Tetapi, nyatanya driver Go-Jek membawa konsumen dengan
menggunakan kendaaraan bermotor dengan dipunggut bayaran yang mana pada
UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 definisi tersebut mengarah pada
kegiatan dari PT. Go-Jek. Maka dari itu timbul permasalahan apakah Go-Jek
tetap mendapatkan izin jalan sebagai perusahaan transportasi teknologi bukan

perusahaan transportasi umum.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam

suatu karya ilmiah yang berjudul “ANALISIS TENTANG SAH ATAU
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TIDAKNYA GO-JEK SEBAGAI ANGKUTAN UMUM DI KOTA

PALEMBANG.”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraian diatas, adapun rumusan

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah PT. Go-Jek merupakan badan usaha yang sah. Siapa yang memberi

izin bagi PT. Go-Jek?

2. Apaisi/lingkup / objek perjanjian antara PT. Go-Jek dan mitranya?

3. Apakah mitra yang mengantarkan konsumen atas dasar pesanan melalui

aplikasi PT. Go-Jek merupakan usaha yang sah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui Go-Jek merupakan badan usaha yang sah dan

mendapatkan izin usaha.

2. Untuk mengetahui isi / lingkup / objek perjanjian antara Go-Jek dan

mitranya.

3. Untuk mengetahui mitra yang mengantarkan konsumen atas dasar pesanan

melalui aplikasi Go-Jek merupakan usaha yang sah.
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D. MANFAAT PENELITIAN
Adapun manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :
1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapakn mampu memberikan informasi, menambah wawasan
dan ilmu pengetahuan serta sumbangan literatur bagi para pembacanya
khususnya yang berkaitan dengan sah atau tidaknya Go-Jek sebagai angkutan

umum.
2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan
penegakan hukum sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan

bertindak dalam meningkatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang
menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi
area penelitian.?* Pembahasan mengenai perizinan Go-Jek ini cakupannya cukup
luas maka penulis akan membatasi ruang lingkup pada skripsi ini agar skripsi ini

menjadi terarah dan sesuai dengan objek permasalahan sehingga tidak

24 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2011, him. 111.



14

menyimpang dari masalah yang ada. Pada skripsi ini penulis menitik beratkan

pada:

1. KUHPerdata Khususnya Hukum Perjanjian

2. Undang—Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan

Jalan.

F. KERANGKA TEORI

Teori yaitu sesuatu yang menggambarkan variabel bebas dan variabel
terikat yang menjadi landasan teori dalam penelitian. Landasan teori adalah
teori—teori relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang

akan diteliti sebagai jawaban terhadap rumusan masalah.?

Kerangka teoritis dan konsepsional antara lain berisi tentang pengkajian
terhadap teori—teori, definisi—definisi tertentu yang dipakai sebagai landasan
pengertian dan landasan operasinonal dalam pelaksanaan penelitian.? Jadi, teori—

teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

% Ridwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula, Bandung:
Alfabet, 2009, him. 30.
% Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, him. 30..
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1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling
berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu.?’ Istilah perjanjian sering
juga diistilahkan dengan istilah kontrak.?® Menurut Prof. R. Subekti, S.H.,
perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu
hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut
yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara
dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu
rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang

diucapkan atau ditulis.?®

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dinyatakan bahwa suatu perjanjian adalah : “suatu perbuatan dimana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”%°

Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian yang mana telah diatur di
dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

berbunyi :

27 Wawan Muhwan Hariri, Op.Cit., HIm.119.

28 Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori
dan Contoh Kasus, Cet. 11, Jakarta: Kencana, 2007, him. 49.

29 R, Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, him. 6.

%0 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.
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Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :3!

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Kesepakatan ini telah terjadi dengan adanya kehendak dari kedua
belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut dengan cara bertemunya
antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan
berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis.®
Kesepakatan ini menjadi tidak sah apabila suatu perjanjian dibuat
berdasarkan penipuan, kesalahan serta menyalah gunakan keadaan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Kecakapan untuk membuat perikatan yaitu, berarti pihak-pihak
yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang cakap hukum atau
sudah dewasa.®® Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata tentang kebelumdewasaan, yang mana dapat dikatakan
seseorang yang belum cakap atau belum dewasa apabila belum mencapai
umur 21 tahun, belum melakukan perkawinan serta berada dalam
pengampuan meskipun umurnya telah mencapai 21 tahun atau sudah
melakukan perkawinan.®* Maka dari itu, kecapakan dapat dilihat dengan
dicapainya umur 21 tahun atau telah melakukan perkawinan walaupun

belum berumur 21 tahun.

31 Ibid., Pasal 1320.

32 Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456
BW, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009, him. 68.

33 Rejeki Tua Hutahaean, Perjanjian Menurut Pasal 1230 KUHPerdata.

3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.
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3. Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu yaitu, bahwa para pihak yang mengikatkan
dirinya melakukan suatu perjanjian haruslah objek yang diperjanjikan
jelas atau setidak-tidaknya dapat ditentukan, tidak boleh mengabang
ataupun samar-samar.®®
4. Suatu sebab yang halal
Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan
dengan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksudkan disini
adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan

undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.*

Poerwahid Patrik berpendapat bahwa perjanjian adalah “perbuatan
yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang
ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang
ditunjukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak
atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara

timbal balik.%’

Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya
hubungan hukum suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban.

Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari

% Ibid.

% Ibid.

37 purwahid Patrik, Hukum Perdata Il Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Semarang:
Tiga Pustaka, 1998, him. 3.
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akibat hukum suatu kontrak. Kemudian, hak dan kewajiban ini tidak lain
adalah hubungan timbal balik dari para pihak, maksudnya, kewajiban di pihak
pertama merupakan hak bagi pihak kedua begitu pun sebaliknya, kewajiban di
pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Jadi akibat hukum disini

tidak lain adalah pelaksanaan dari suatu kontrak itu sendiri.*®
2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang
hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari
aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk
mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk

kepastian.%
3. Teori Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti
tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya

memberikan perlindungan kepada orang yang lemah.*°

38 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013,
him. 71.

¥Bisdan Sigalingging, Teori Tentang Perjanjian. Dikutip dalam
http://bisdansigalingging.blogspot.co.id/2014/10/teori-tentang-perjanjian.html, Diakses pada tanggal
23 Juli 2017, pukul 22:30 WIB.

“0W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan 1X, Jakarta: Balai Pustaka,
1986, him. 600.
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Perlindungan Hukum merupakan Teori yang dikemukakan oleh
Fitgerald yang dikembangkan oleh Salmond, bahwa hukum bertujuan untuk
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam
kehidupan masyarakat dengan cara membatasi, karena dalam suatu lalu lintas,
kepentingan dalam kehidupan masyarakat dengan cara membatasi

kepentingan di lain pihak.*

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa
yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan
ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya
sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan
untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau
kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan
adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.*?
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek
hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di paksakan
pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat di bedakan

menjadi dua, yaitu:*

“IFitzgerald dan Salmod, dalam buku Satjipto Raharjo, llmu Hukum, Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2000, him. 53.
42 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta:
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, him. 14.
43 Ibid., him. 20.
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a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk
mencegah sebelum terjadinya perlanggaran. Hal ini terdapat dalam
peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mecegah suatu
pelanggaran serta memberikan rambu-rambu batasan-batasan dalam

melakukan sutau kewajiban.
b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif merupakan perlindungan akhir berupa
sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sehubungan dengan permasalahan, maka teori ini digunakan
untuk menganalisis substansi dari aturan hukum yang berlaku, sehingga
dapat diketahui apakah aturan hukum itu memberikan perlindungan
kepada konsumen, dalam hal terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan

oleh konsumen.
G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam

memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian.** Untuk memperoleh

4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006,
Him. 42.
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bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka

penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian
hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip—prinsip
hukum, maupun doktrin—doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi.*® Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi

ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum normatif empiris.
2. Sumber Data

Data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum empiris atau penelitian hukum normatif empiris. Dengan demikian

data yang diperlukan adalah :
a. Data Primer

Data primer tersebut diperoleh dari penelitian langsung di lapangan
dengan cara mengadakan wawancara terhadap para responden.

Responden tersebut terdiri dari :

1) Dinas Perhubungan, yang beralamat di Jalan Pangeran Sido Ing

Lautan, 35 Ilir, Ilir Barat Il, Kota Palembang 30131.

45 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010,
him. 35.
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Yaitu : Bapak Indra Suryadi, S.H., M.Si. selaku Kasi Angkutan

Dinas Perhubungan Kota Palembang.

2) Dinas Perdagangan, yang beralamatdi Jalan Demang Lebar Daun
No. 2610, Bukit Baru, Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera

Selatan 30139.

Yaitu : Ibu Ir. Hardayani, M.T. selaku Kepala Dinas Perdagangan

Kota Palembang.

3) Driver Go-Jek.

Yaitu : Bapak Khoiruddin, S.Ikom. selaku driver dari PT. Go-Jek
Indonesia.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan—bahan

kepustakaan, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan—bahan hukum yang bersifat
mengikat dan patuh seperti peraturan perundang—undangan yang

terdiri atas :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22
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Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74

Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

4. Norma atau Kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang

—Undang Dasar 1945;

5. Yurisprudensi.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri atas buku — buku maupun
putusan—putusan hakim yang memiliki relevansi dengan pokok
permasalahan skrispsi maupun website yang terkait dengan

penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai
bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang bersal dari
artikel-artikel atau majalah, surat kabar maupun buletin yang

memuat tulisan—tulisan yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dan data sekunder, penulis

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
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Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan kegiatan
penelitian dengan tujuan secara langsung ke lapangan dengan

mengunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan,
dengan menggunakan wawancara guna mencari jawaban atas

pelaksanaan perizinan Go-Jek.

Adapun para informan yang diwawancarai oleh penulis adalah :

1) Dinas Perhubungan, yang beralamat di Jalan Pangeran Sido Ing

Lautan, 35 Ilir, Ilir Barat 11, Kota Palembang 30131.

Yaitu : Bapak Indra Suryadi, S.H., M.Si. selaku Kasi Angkutan

Dinas Perhubungan Kota Palembang.

2) Dinas Pedagangan, yang beralamatdi Jalan Demang Lebar Daun
No. 2610, Bukit Baru, Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera

Selatan 30139.

Yaitu : Ibu Ir. Hardayani, M.T. selaku Kepala Dinas Perdagangan

Kota Palembang.
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3) Driver Go-Jek

Yaitu : Bapak Khoiruddin, S.Ikom. selaku driver dari PT. Go-Jek

Indonesia.

b.  Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder
dengan cara meneliti bahan—bahan hukum, baik bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier, yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan

Go-Jek.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode untuk mengelola sebuah menjadi
informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk
dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan
tentang sebuah penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis
menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif, karena secara umum

penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam menyusun skripsi ini
menggunakan metode berfikir induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari

fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Data hasil
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pengamatan disusun, diolah, dikaji, dan kemudian ditarik maknanya dalam

bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.*®

46 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2008, him. 112.
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